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ABSTRAK: Kebijakan publik partisipatif menjadi pendekatan penting dalam tata kelola
pemerintahan modern, khususnya dalam menjawab kompleksitas persoalan kebangsaan di
era demokrasi dan disrupsi sosial. Salah satu aktor yang selama ini belum optimal dilibatkan
secara substantif dalam kebijakan publik adalah veteran yang tergabung dalam organisasi
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Padahal, veteran memiliki modal sosial, legitimasi
moral, serta pengalaman historis yang strategis dalam penguatan nilai nasionalisme dan
kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan veteran dalam kebijakan
publik partisipatif dengan menggunakan perspektif collaborative governance. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada
Bulan November 2025 di Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan
veteran dalam kebijakan publik masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara
sistematis dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dari perspektif
collaborative governance, terdapat peluang besar untuk memperkuat peran veteran sebagai
aktor kolaboratif melalui skema kemitraan pemerintah—masyarakat—organisasi veteran.
Kebaruan penelitian ini terletak pada pemposisian veteran bukan hanya sebagai penerima
kebijakan, tetapi sebagai co-creator kebijakan publik partisipatif yang berorientasi pada
penguatan nasionalisme dan ketahanan ideologi bangsa.

Kata kunci: Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Veteran

ABSTRACT: Participatory public policy is an important approach in modern governance,
particularly in addressing the complexity of national issues in the era of democracy and social
disruption. One actor that has not been optimally substantively involved in public policy is the
veteran who are members of the Legion of Veterans of the Republic of Indonesia (LVRI).
Veterans possess social capital, moral legitimacy, and strategic historical experience in
strengthening nationalism and national values. This study aims to analyze veterans'
involvement in participatory public policy using a collaborative governance perspective. The
research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through in-depth
interviews, observations, and documentation studies. The research was conducted in
November 2025 in Kendari. The results show that veterans' involvement in public policy is still
symbolic and has not been systematically integrated into the process of policy formulation,
implementation, and evaluation. From a collaborative governance perspective, there is a
significant opportunity to strengthen the role of veterans as collaborative actors through a
government-community-veterans organization partnership scheme. The novelty of this
research lies in positioning veterans not only as policy recipients, but as co-creators of
participatory public policy oriented towards strengthening nationalism and the resilience of the
nation's ideology.
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PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi dan tuntutan
tata kelola pemerintahan yang inklusif
mendorong perubahan paradigma dalam
penyelenggaraan kebijakan publik
(Muhammad et al., 2023; Nasyirudin,
2025). Pemerintah tidak lagi diposisikan
sebagai aktor tunggal dalam proses
kebijakan, melainkan sebagai bagian dari
jaringan aktor yang melibatkan masyarakat
sipil, sektor swasta, dan komunitas
strategis lainnya (Kuswandoro, 2024; Noor
etal., 2022; Tuanaya & Latuconsina, 2025).
Dalam hal ini, kebijakan publik partisipatif
menjadi pendekatan yang semakin relevan
untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas,
dan keberlanjutan kebijakan (Judijanto et
al., 2023; Nasution et al., 2025).

Di tengah dinamika sosial-politik dan
tantangan globalisasi, Indonesia
menghadapi persoalan serius terkait
lunturnya nilai nasionalisme, meningkatnya
polarisasi sosial, serta melemahnya
kesadaran kebangsaan di kalangan
generasi muda (Farhati, 2025; Latuheru &
Zarkasih, 2025; Purba, 2025).

Fenomena ini diperkuat oleh arus informasi
digital yang tidak selalu sejalan dengan
nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan
(Agustinova & Miskawi, 2025; Hidayat,
2025). Oleh karena itu, diperlukan aktor-
aktor kebijakan yang memiliki legitimasi
moral dan historis untuk memperkuat nilai
kebangsaan dalam kebijakan publik
(Priyanto, 2025; Suriani et al.,, 2025;
Winarno, 2016).

Veteran yang tergabung dalam Legiun
Veteran Republik Indonesia (LVRI)
merupakan kelompok strategis yang
memiliki pengalaman historis, nilai juang,
serta keteladanan moral (Kosasih &
Basuki, 2025; Satyadharma & Erfain,
2022). Namun, dalam praktik kebijakan
publik, veteran seringkali hanya diposisikan
sebagai simbol seremonial atau penerima
manfaat kebijakan kesejahteraan, bukan
sebagai aktor yang dilibatkan secara aktif
dalam proses pengambilan keputusan
(Satyadharma & Erfain, 2022).
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Gambar 1 LVRI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
Kegiatan HUT LVRI Tahun 2024

Sumber : DPD LVRI Sultra (2024)

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa
keterlibatan veteran dalam kebijakan publik
partisipatif dapat memperkuat substansi
kebijakan, khususnya kebijakan yang
berkaitan dengan wawasan kebangsaan,
bela negara, dan pendidikan karakter.
Kebijakan publik partisipatif menekankan
pentingnya keterlibatan masyarakat dalam
seluruh tahapan kebijakan, mulai dari
perumusan agenda, penyusunan
kebijakan, implementasi, hingga evaluasi.
Partisipasi publik dipandang sebagai
instrumen untuk meningkatkan kualitas
kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi
demokratis. Partisipasi dalam kebijakan
publik tidak hanya bermakna kehadiran
formal masyarakat, tetapi juga keterlibatan
substantif dalam proses pengambilan
keputusan (Kusuma, 2024; Mariana, 2015).
Oleh karena itu, aktor-aktor masyarakat
yang memiliki kapasitas, legitimasi, dan
kepentingan strategis perlu diidentifikasi
dan diberdayakan (Annisa & Fadli, 2024;
Fonataba, 2025).

Collaborative  governance  merupakan
model tata kelola yang menekankan
kolaborasi antara pemerintah dan aktor
non-pemerintah  dalam pengambilan
keputusan publik (Wulandjani et al., 2025).
Ansell dan Gash (Afrisal et al., 2022)
mendefinisikan collaborative governance
sebagai pengaturan di mana satu atau
lebih lembaga publik secara langsung
melibatkan aktor non-negara dalam proses
pengambilan keputusan kebijakan yang
formal, konsensus, dan deliberatif.

Model ini menekankan beberapa elemen
kunci, yaitu: (1) keterlibatan aktor lintas
sektor; (2) proses dialog dan deliberasi; (3)
kepercayaan dan komitmen bersama; serta
(4) tujuan kolektif yang disepakati.
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Dalam  perspektif  kebijakan  publik
partisipatif,  collaborative  governance
memberikan kerangka analisis yang kuat
untuk melihat peran aktor masyarakat,
termasuk veteran (Clark, 2021; Doberstein,
2016; Islamy H., 2018).

Dengan menggunakan perspektif
collaborative governance, penelitian ini
menganalisis bagaimana peran veteran
dapat  diintegrasikan secara lebih
sistematis dalam tata kelola kebijakan
publik.

METODA

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
Pendekatan ini dipilih untuk memahami
secara mendalam fenomena keterlibatan
veteran di Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam kebijakan publik partisipatif serta
dinamika kolaborasi yang terjadi
(Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan selama sebulan
yaitu Bulan November 2025. Data
dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi partisipatif, dan studi
dokumentasi terhadap regulasi, program
kebijakan, serta dokumen DPD LVRI
Sulawesi Tenggara. Teknik triangulasi
digunakan untuk memastikan validitas
data. Analisis data dilakukan melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keterlibatan Veteran dalam
Kebijakan Publik

Keterlibatan veteran yang masih bersifat
terbatas dan simbolik menunjukkan adanya
kesenjangan antara pengakuan normatif
terhadap jasa veteran dan praktik
partisipasi mereka dalam proses kebijakan
publik (Sentanu, 2024)
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Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : DPD LVRI Sultra (2025)

Pelibatan  veteran dalam  kegiatan
seremonial, sosialisasi nilai kebangsaan,
serta peringatan hari nasional
mencerminkan pola partisipasi tokenistic,
di mana kehadiran veteran lebih berfungsi
sebagai simbol legitimasi moral negara
daripada sebagai aktor kebijakan yang
substantif (Susilawati, 2024).

Dalam perspektif partisipasi publik,
kondisi ini menempatkan veteran pada
level konsultatif yang pasif, bukan pada
tahap partisipasi aktif yang memungkinkan
terjadinya pertukaran gagasan dan
pengambilan keputusan bersama.
Padahal, veteran memiliki pengalaman
historis, kedisiplinan, serta komitmen
ideologis yang dapat menjadi sumber
pengetahuan kebijakan berbasis nilai
kebangsaan (Satyadharma, 2024;
Satyadharma & Erfain, 2022; Silondae et
al., 2025).

Gambar 3 LVRI Sultra membawakan materi
kebangsaan pada Paskibraka Tingkat Provinsi
Sumber : DPD LVRI Sutra (2025)

Ketidakterlibatan veteran dalam tahapan
perencanaan dan evaluasi kebijakan
berpotensi mengurangi kualitas kebijakan
publik, terutama dalam aspek internalisasi
nilai nasionalisme dan ketahanan sosial.
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Selain itu, keterbatasan peran veteran juga
mengindikasikan belum adanya desain
kebijakan yang secara  sistematis
mengakomodasi  partisipasi  kelompok
strategis non-pemerintah (Mirdad et al.,
2025).

Oleh karena itu, diperlukan
perubahan paradigma dari pelibatan
simbolik menuju partisipasi bermakna
(meaningful participation) agar veteran
tidak hanya menjadi objek representasi
sejarah, tetapi juga subjek aktif dalam
proses pembangunan kebijakan publik.

Perspektif Collaborative Governance

Dari perspektif collaborative governance,
keterlibatan veteran yang belum optimal
mencerminkan belum terpenuhinya prinsip-

prinsip utama kolaborasi, seperti
kesetaraan aktor, dialog deliberatif, dan
pengambilan keputusan bersama

(Sumarto, 2025). Absennya forum
kolaboratif formal antara pemerintah dan
veteran menunjukkan lemahnya desain
kelembagaan yang mendorong kolaborasi
lintas aktor.

Relasi yang masih bersifat hierarkis
menempatkan pemerintah sebagai aktor
dominan, sementara veteran hanya
berperan sebagai pelengkap kebijakan.
Kondisi ini bertentangan dengan esensi
collaborative governance yang
menekankan kemitraan sejajar dan
tanggung jawab bersama (Alfiandri et al.,
2019). Namun demikian, temuan penelitian
menunjukkan adanya potensi besar untuk
penguatan kolaborasi, mengingat veteran
memiliki ~ komitmen  tinggi  terhadap
kepentingan publik dan kesiapan untuk
terlibat secara aktif.

Tingginya tingkat kepercayaan publik
terhadap veteran juga merupakan modal
sosial yang signifikan dalam memperkuat
legitimasi kebijakan (Wibisana, 2025).
Dalam situasi ini, collaborative governance
dapat berfungsi sebagai kerangka strategis
untuk menjembatani kepentingan
pemerintah dan veteran melalui
mekanisme dialog, konsensus, dan
pembelajaran bersama (Islamy H., 2018).
Dengan demikian, penguatan kolaborasi
tidak hanya berorientasi pada efektivitas
kebijakan, tetapi juga pada penguatan nilai
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demokrasi partisipatif dan kohesi sosial
dalam tata kelola publik.

Model Keterlibatan Veteran dalam
Kebijakan Publik Partisipatif

Model keterlibatan  veteran  dalam
kebijakan publik partisipatif ~ yang
dikembangkan melalui pendekatan

collaborative  governance menegaskan
perlunya reposisi peran veteran sebagai
co-creator kebijakan.

Gambar 4 Pengibaran Bendera Merah Putih dalam
Rangkaian Hari Veteran Nasional Tahun 2025
Tingkat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : DPD LVRI Sutra (2025)

Pembentukan forum kolaboratif
pemerintah—veteran menjadi instrumen
utama untuk menciptakan ruang dialog
yang setara dan berkelanjutan (Sentanu et
al., 2023). Pelibatan veteran dalam
perumusan agenda kebijakan
memungkinkan integrasi perspektif historis
dan nilai perjuangan kedalam kebijakan
publik yang selama ini cenderung
teknokratis.

Penguatan kapasitas veteran sebagai aktor
kebijakan, baik melalui peningkatan literasi
kebijakan maupun pelatihan partisipatif,
menjadi prasyarat agar keterlibatan bersifat
substantif dan berdaya guna, Selain itu,
integrasi  nilai juang veteran dalam
substansi kebijakan berfungsi sebagai
mekanisme internalisasi nilai nasionalisme,
solidaritas, dan pengabdian kepada
bangsa (Armawi, 2020).

Model ini tidak hanya meningkatkan
kualitas kebijakan dari sisi nilai dan
legitimasi sosial, tetapi juga mendorong
terciptanya rasa kepemilikan bersama
(shared ownership) terhadap kebijakan
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public khususnya terkait peningkatan rasa
nasionalisme dan semangat kebangsaan
(Tamba et al.,, 2024). Rasa kepemilikan
bersama mendorong masyarakat untuk
tidak hanya menerima, tetapi juga menjaga
dan  mengimplementasikan  kebijakan
secara berkelanjutan. Dengan demikian,
kebijakan menjadi instrumen strategis
dalam memperkuat kohesi sosial dan
identitas kebangsaan di tengah dinamika
sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, kebijakan yang
dihasilkan lebih berkelanjutan, responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, serta
mampu memperkuat karakter kebangsaan
dalam praktik tata kelola publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini  menyimpulkan bahwa
keterlibatan veteran dalam kebijakan publik
partisipatif masih belum optimal dan
cenderung bersifat simbolik. Dari perspektif
collaborative  governance, diperlukan
perubahan paradigma dalam memandang
veteran sebagai aktor kolaboratif yang
memiliki  kontribusi  strategis  dalam
kebijakan publik.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya
desain kebijakan yang lebih inklusif dan
kolaboratif dengan melibatkan veteran
secara sistematis dalam proses kebijakan.
Saran penelitian ini  mendorong agar
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
perlu mengembangkan mekanisme
kebijakan yang memungkinkan keterlibatan
veteran secara substantif dalam kebijakan
publik. Organisasi veteran perlu diperkuat
kapasitasnya agar mampu berperan aktif
dalam proses kebijakan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengkaji implementasi model kolaboratif
ini dalam daerah tertentu
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